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P U T U S A N

Nomor 1412/Pdt.G/2022/PA.LLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Lubuk  Linggau  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  dalam  tingkat  pertama,  dalam  sidang  majelis  hakim,  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON,  tempat  dan  tanggal  lahir  Seleman,  09  Januari  1992,

agama  Islam,  pekerjaan  Karyawan  Swasta,

pendidikan  SLTP,  tempat  kediaman  di  Dusun

IV,  Desa  Air  Bening,  Kecamatan  Rawas  Ilir,

Kabupaten  Musi  Rawas  Utara,  Provinsi

Sumatera Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Palembang, 22 Desember 1999,

agama  Islam,  pekerjaan  Mengurus  Rumah

Tangga,  pendidikan  SD,  tempat  kediaman  di

Dusun IV, Desa Air Bening, Kecamatan Rawas

Ilir,  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara,  Provinsi

Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

14 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan  Pengadilan Agama Lubuk

Linggau pada  hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor

1412/Pdt.G/2022/PA.LLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  adalah  pasangan  Suami  Isteri  yang

telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juli 2017  M. Bertepatan

14 Syawal 1438 H, di  hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama  Kecamatan  Rawas  Ilir,  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara.  Status

Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Perawan, perkawinan

tersebut  dengan  wali  nikah  Ayah  Kandung  yang  bernama  Anton  Jaya

dengan mas kawin cincin Emas 1 (satu) Suku dibayar tunai. Sesuai dengan

Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX tanggal 07 Juli 2017;  

2. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah

bergaul sebagaimana layaknya Suami Isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu)

orang  anak,  yang  bernama;   Ahmad  Rafatar,  Tempat  dan  tanggal  lahir

Lubuklinggau, 05 Januari 2018, Laki-laki/Umur 4 tahun, Ikut Termohon;  

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon semula

bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat di

Dusun IV, Desa Air Bening, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas

Utara, Provinsi Sumatera Selatan, selama 1 tahun dan terakhir bertempat

tinggal di MESS Pemohon bekerja yang beralamat di Dusun IV, camp. 6,

Desa Air  Bening,  Kecamatan Rawas Ilir,  Kabupaten Musi  Rawas Utara,

Provinsi Sumatera Selatan; 

4. Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  antara  Pemohon  dan  Termohon

awalnya berjalan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2022 rumah

tangga  Pemohon  dan  Termohon  mulai  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran karena;   

5. Bahwa Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai

kepala rumah tangga;  

6. Bahwa  Termohon  jarang  melaksanakan  kewajibannya  sebagai  isteri,

seperti jarang memasak dan malas membersihkan rumah; 

7. Bahwa,  akibat  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,  akhirnya

sejak  Januari  2022  hingga  sekarang  selama  kurang  lebih  11  bulan,

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon

telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang dimana saat ini

Termohon  pergi  kerumah  orangtua  yang  Dusun  IV,  Desa  Air  Bening,
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Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera

Selatan dan Pemohon bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas;   

8. Bahwa  sejak  saat  itu  Pemohon  tidak  lagi  memberikan  nafkah  dan

melaksanakan kewajiban terhadap Termohon sebagaimana suami kepada

istri;  

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa

rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan

lagi  karena  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus  yang

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun

lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;  

10. Bahwa  berdasarkan  alasan  tersebut  di  atas,  permohonan

Pemohon kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur

dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;  

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;    

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj'i

terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;    

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan

yang berlaku;  

Subsider

Jika  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
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dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  permohonan

Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena  Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah

hadir  di  persidangan,  maka  jawaban  Termohon atas  permohonan  Pemohon

tidak dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXXXXX, tanggal 8 Juli 2017 atas

nama  Pemohon  dan  Termohon  yang  dikeluarkan  Kepala  Kantor  Urusan

Agama Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Bukti fotokopi

surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Ketua  Majelis,  dicocokkan  dengan

aslinya,  yang  ternyata  sesuai  dengan  aslinya  dan  telah  dinazagelen,

kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti Saksi.

Saksi  1,  umur  44  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Tani,

bertempat tinggal di Dusun 4 Air Bening Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir

Kabupaten  Musi  Rawas  Utara,  di  bawah  sumpah,  memberikan  keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon  karena  Saksi

adalah Adik Tetangga Pemohon; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

 Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan

Pemohon;

 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya

berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir –akhir ini terjadi perselisihan

dan pertangkaran pada Januari 2022 di rumah Pemohon dan Teromohon;
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 Bawha Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak Januari 2022;

 Bahwa pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Saksi  2,  umur  44  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Tani,

bertempat tinggal di Dusun 4 Air Bening Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir

Kabupaten  Musi  Rawas  Utara,  di  bawah  sumpah,  memberikan  keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon  karena  Saksi

adalah Adik Tetangga Pemohon; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

 Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan

Pemohon;

 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya

berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir –akhir ini terjadi perselisihan

dan pertangkaran pada Januari 2022 di rumah Pemohon dan Teromohon;

 Bawha Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak Januari 2022;

 Bahwa pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Pemohon  menyatakan

menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Pemohon menyatakan  kesimpulan  secara  lisan

tetap  kepada  permohonanya  dan  tidak  akan  mengajukan  apapun  lagi  dan

mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan Pemohon

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan Pemohon  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  permohonan  cerai  yang  diajukan  oleh  Pemohon

merupakan  salah  satu  bagian  dari  perkara  perkawinan  sebagaimana  diatur

dalam Pasal 49 point a Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
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telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

kedua  dengan  Undang  -  Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Peradilan

Agama, yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenag memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara  di  tingkat  pertama antara  orang-orang

yang  beragama  islam  di  bidang:  a.  Perkawinan”.  Sehingga  penyelesaian

perkara a quo menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sama-sama  bedomisli  di

Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupaka wilayah hukum Pengadila Agama

Lubuk Linggau. Maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat

bahwa  Pengadilan  Agama  Fakfak  berwenang  secara  relatif untuk

menyelesaiakn perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat

oleh Pegawai Pencatat Nikah”, maka berdasarkan bukti surat berupa fotokopi

kutipan akta nikah yang merupakan akta autentik  (vide Pasal  285 Rbg.  Jo.

pasal  1868-1870  KUHPerdata)  dan  bermeterai  cukup,  oleh  karenanya  bukti

tersebut  mempunyai  kekuatan  hukum  pembuktian  sempurna  (volledig)  dan

mengikat  (bindende).  Sehingga  antara  Pemohon  dan  Termohon  harus

dinyatakan  terdapat  hubungan  hukum  yaitu  sebagai  suami  isteri  sah,  dan

sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan

dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg  jo.

Pasal  82  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1989,  kepada Pemohon

telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai

dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  hanya  Pemohon yang  selalu

hadir  sedangkan  Termohon tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak
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ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena  Termohon telah dinyatakan tidak hadir,

dan  permohonan  Pemohon mempunyai  alasan  serta  tidak  bertentangan

dengan  hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.,

permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Pemohon mengajukan  permohonan

cerai  adalah bahwa  rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak

harmonis  lagi  karena  Termohon  jarang  melaksankan  kewajibannya  sebagai

isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-

tidaknya tidak membantah dalil-dalil  permohonan Pemohon karena Termohon

tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  namun  karena  perkara  ini  perkara

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  untuk  meneguhkan  dalil  permohonan  cerainya,

Pemohon  telah  mengajukan  alat  bukti  surat  yang  memenuhi  syarat  untuk

dipertimbangkan menurut 285, 286 dan 301 R.Bg.  Jo. Pasal 3 dan Pasal 10

Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang  Bea  Meterai  serta  Surat

Edaran  Direktorat  Jenderal  Peradilan  Agama Nomor  1  tahun  2021  Tentang

Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, maka secara formil

bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun

secara materil, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  Pemohon telah  mengajukan  bukti  (P.1)  berupa

fotokopi  Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat  yang berwenang

sebagai  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

isi  bukti  tersebut  menerangkan  bahwa  Pemohon telah  menikah  dengan

Termohon pada  tanggal  8  Juli  2017,  relevan  dengan  dalil  yang  hendak

dibuktikan oleh  Pemohon,  maka bukti  (P.1)  sebagai  akta otentik  mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  (P.1)  tersebut  harus  dinyatakan

terbukti  bahwa  Pemohon dengan  Termohon adalah suami istri  sah, menikah

pada  tanggal  8  Juli  2017,  hal  tersebut  sesuai  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon

telah mengajukan pula alat  bukti  berupa 2 (dua)  orang saksi.  Dimana telah

disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan

persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan

175 R.Bg. 

Menimbang,  bahwa Saksi  Pemohon  secara  materiil  memberikan

keterangan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon

dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak Lebaran tahun 2021,

serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut,

maka Majelis Hakim menilai  kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan

sebagai  alat  bukti  yang  sah  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonan

Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan

keterangan  para  saksi,  Majelis  Hakim  telah  menemukan  fakta-fakta  hukum

yang disimpulkan sebagai berikut:

 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

 Bahwa  selanjutnya  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon  mulai

tidak harmonis karena terjadmah Pemohon dan Termohoni perselisihan dan

pertengkaran pada Januari 2022 di ru;

 Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pisah  tempat  tinggal  sejak

Ljanuari 2022;

 Bahwa  pihak  keluarga  sudah  pernah  mendamaikan  namun  tidak

berhasil;

 Bahwa  Pemohon  telah  berketetapan  hati  untuk  bercerai  dengan

Termohon;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  dan  fakta  tersebut  di

muka,  terbukti  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon  tidak  rukun  dan

harmonis,  yang  mengakibatkan  Pemohon  dan  Termohon  berpisah  tempat
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tinggal  sejak  Januari  2022  sampai  dengan  sekarang,  keadaan  ini

mengindikasikan  bahwa  perselisihan  yang  terjadi  antara  Pemohon  dan

Termohon  sifatnya sudah  terus  menerus. Majelis  Hakim berpendapat  bahwa

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak selamanya ditafsirkan

secara tekstual sebagai sesuatu yang kasat mata dengan adanya percekcokan

mulut atau adanya kekerasan fisik. Jauh daripada itu sikap saling mendiamkan

dan sudah tidak saling mempedulikan terhadap keutuhan rumah tangga serta

telah  pisahnya  tempat  tinggal  yang  terjadi  sejak  Januari  2022  sampai

sekarqang,  adalah  indikasi  yang  nyata  yang  merupakan  makna  tersirat  dari

adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam

rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon.  Sehingga  Majelis  Hakim

berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan

kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat

alasan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam;

 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim

berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah

pecah  sedemikian  rupa  sehingga  tujuan  perkawinan  untuk  membentuk

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha  Esa  (vide Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974)  dan  atau

keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah

satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai

suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara hubungan yang terjadi

antara Pemohon dengan Termohon saat ini menunjukkan ikatan bathin tersebut

telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  atas,  maka  dapat

disimpulkan  bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon

ternyata  sudah tidak  mencapai  tujuannya dan tidak  ada pula  harapan untuk

dipersatukan  kembali,  sehingga  apabila  tetap  dipertahankan  akan

mendatangkan rasa tidak aman,  madharat  atau mafsadat  daripada  maslahat

bagi   Pemohon  dan  Termohon.  Sedangkan  dalam  ajaran  syari'at  Islam

menghindari  madharat atau  mafsadat wajib didahulukan dari pada mengambil

manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon

dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang,  bahwa  pertimbangan  Majelis  Hakim  tersebut  relevan

dengan dalil syar’i Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

 

 

Artinya  :  “Menghindari  kerusakan  lebih  didahulukan  daripada  mengambil

kemaslahatan”

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  atas,  maka  Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga  Pemohon dan  Termohon benar-

benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  terus  menerus  yang  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga

yang  demikian  tidak  sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan  perkawinan

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  perlu  mengetengahkan  dalil  yang

terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

 Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah

Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  tanpa  mempersoalkan  siapa  yang  benar  dan  siapa  yang  salah,  maka
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alasan-alasan  perceraian  dalam  perkara  ini  dianggap  telah  memenuhi

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juntco

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya permohonan

Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka

permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon

untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh

Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu  raj'i adalah antara suami

dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali,  terkecuali suami merujuk isrtri

selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberikan  ijin  kepada  Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj'i

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Lingau;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang

hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh

ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Lubuk Linggau pada hari  Senin tanggal  26 Desember  2022 Masehi

bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Khairul Badri, Lc.,

M.A. sebagai Ketua Majelis, Mawardi Kusumahwardani, S.Sy. dan Ahkam Riza

Kafabih,  S.H.I., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
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Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh  Eli Yulita,

S.H. sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  Pemohon tanpa

hadirnya Termohon.

Hakim Anggota 

Mawardi Kusumahwardani, S.Sy.

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Ketua Majelis,

Khairul Badri, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Eli Yulita, S.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 80.000,00

-  Panggilan : Rp 900.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 1.050.000,00

(satu juta lima puluh ribu rupiah).
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